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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul 
Konsep Kewenangan Perizinan Pengubahan Karya Arsitektur 
Bangunan Cagar Budaya telah berhasil diselesaikan. Buku ini 
merupakan hasil penelitian yang didanai dengan perolehan hibah 
dari Dikti tahun 2019. Buku ini difokuskan pada permasalahan di 
satu sisi terdapat Bangunan Cagar Budaya yang merupakan karya 
arsitektur, di sisi lain Bangunan Cagar Budaya dapat dilakukan 
pengembangan yang salah satunya dengan cara adaptasi. Adaptasi 
terhadap Bangunan Cagar Budaya wajib dengan permohonan izin 
kepada pejabat yang berwenang sesuai peringkat Bangunan Cagar 
Budaya yang bersangkutan. Faktanya banyak terdapat Bangunan 
Cagar Budaya yang dilakukan pengubahan dengan tanpa izin sesuai 
peraturan perundang-undangan, bahkan terjadi pengrusakan 
terhadap Bangunan Cagar Budaya. Salah satu faktor penyebabnya 
adalah terdapat berbagai pejabat yang mempunyai kewenangan 
perizinan dan kurangnya koordinasi antarsektor yang ada.

Karya arsitektur Bangunan cagar Budaya juga berkaitan dengan 
hak moral dan hak ekonomi. Faktanya hak tersebut juga terabaikan.  
Bangunan Cagar Budaya seharusnya memiliki arti penting bagi jati 
diri bangsa, apabila dirusak atau musnah maka tidak tergantikan 
nilai penting yang terdapat di dalamnya.

Buku ini merupakan buku referensi bagi berbagai kalangan 
yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Cagar Budaya, 
khususnya Kewenangan Perizinan Pengubahan Karya Arsitektur 
Bangunan Cagar Budaya yang memiliki arti khusus bagi sejarah, 
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan 
memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
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Buku ini secara teoritis dapat berguna untuk mengembangkan 
Konsep Kewenangan Perizinan Pengubahan Karya Arsitektur 
Bangunan Cagar Budaya, yang dapat dipergunakan sebagai rujukan 
untuk kajian-kajian ilmiah selanjutnya. Secara praktis berguna 
bagi pejabat yang berwenang memberikan izin terhadap adaptasi 
Bangunan Cagar Budaya, dengan tetap memberikan hak moral 
dan hak ekonomi bagi percipta Bangunan Cagar Budaya tersebut. 
Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya tetap berorientasi pada 
pelestarian.

Bagi Mahasiswa pada umumnya, buku yang merupakan hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-
penelitian lainnya atau untuk melanjutkan penelitian di masa yang 
akan datang. Bagi akademisi, diharapkan buku hasil penelitian ini 
dapat menambah wawasan untuk melihat secara objektif  tentang 
Konsep Kewenangan Perizinan Pengubahan Karya Arsitektur 
Bangunan Cagar Budaya.

Terimakasih diucapkan kepada:
1.	 Bapak Handi S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Kerja Sama 

Antar Lembaga Non Pemerintah Direktorat Jenderal Hak 
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2.	 Bapak M. Taufik., Kepala Unit Penyelamatan, Pengembangan, 
dan Pemanfaatan, Balai Pelestarian Cagar Budaya dan 
Permuseuman Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.	 Ibu Dian Laksmi Pratiwi, S.S., M.Ark., selaku Kepala Bidang 
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4.	 Bapak Ir. Eko Suryo Miharso, Kepala Dinas Kebudayaan 
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5.	 Ir. Suyata, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas 
Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa 
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